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PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT 1}
JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH
NOMOR 1 TAHUN 1991

TENTANG

PEMBERIAN UANG PERANGSANG ATAS REALISASI
' PENERIMAAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA
INSTANSI PEMUNGUT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT [ JAWA TENGAH

Menimbang : a. bahwa Uang perangsang alas realisasi peneri-
maan retribusi daerah yang diatur dengan
berbagai Peraturan Dacrah Propinsi Daerah
Tingkat 1 Jawa Tengah, besar prosentascnya
berbeda antara yang satu dengan yang lainnys
schingga kurang mencerminkan adanya kesa-
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Mengingat
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maan penataan dan perlakuan ;

. bahwa Peraturan-peraturan Daerah Propinsi

Daerah Tingkat 1 Jawa Tengah yang mengatur
berbagai retribusi daerah, dalam upaya
menggairahkan semangat kerja dan sckaligus -
sebagai motivasi untuk meningkatkan pen-
dapatan dacrah, belum menggunakan istilah
yang dibakukan schingga lidak menciptakan
adanya kesatuan pengentian dan memungkinkan
terjadinya duplikasi pekerjaan ;

. bahwa berhubung dengan ite dalam rangka

kc'scragarnan dan kesatuan pcngertian scrta
guna menciptakan tenib adminisirasi dipan-
dang perlu menctapkan pengaturan pemberian
uang perangsang atas realisasi pencrimaan.
retribusi dacrah yang dituangkan dalam Pera-
turan Daerah.

. Undang-undang Nomor § Tahun 1974 (cntang

Pokok-pokok Pemerintah @i Daerah ;

. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Propinsi Jawa Tengah |

. Undang-undang Nomor 12/Dn Tahun 1957

tentang Peraturan Umum Retribusi Dacrah ;

. Perawran Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975

tentang Pengurusan, Penanggungjawaban dan
Pengawasan Keuangan Daerah ;

. Peraturan Pemerintiah Nomor 6 Tihun 1975

tentang Cara Penyusunan Anggaran Pen-
dapatan Dan Belanja Dacrah, Pelaksanaan Tata
Usaha Keceuangan Dacrah dan  Penyusunan
Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja -
Dacrah ; b



6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14
Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Dacrah;

7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 126
Tahun 1979 tentang Pemberian Uang Perang-
sang Kepada Dinas Pendapatan Dacrah ;

8. Kcputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 2
April 1980 Nomor 900 - 099 tentang Manual
Administrasi Kuangan Dacrah.

Dengan  persetujuan  Dewan  Perwakilan  Rakyat
Dacrah Propinsi Dacrah Tingkat 1 Jawa Tengah ;

MEMUTUSKAN :

Menctapkan : PERATURAN DAERAH PROPINS! DAERAH

TINGKAT I JAWA TENGAH TENTANG
PEMBERIAN UANG PERANGSANG ATAS
REALISASI PENERIMAAN RETRIBUSI
DAERAH KEPADA INSTANS! PEMUNGUT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Pecraturan Daerah ini yang dimaksud :

a.
b.

Dacrah adalah Dacrah Tingkat I Jawa Tengah ;
Pemerintah Dacrah adalah Pemerintah Propinsi Dacrah Tingkat
1 Jawa Tengah ;

. Gubemur Kcpala Daerah adalah Gubernur Kepala Dacrah

Tingkat 1Jawa Tcngah;

. Instansi Pemungut adalah Pecrangkat Pemerintah Dacrah

Propinsi Dacrah Tingkat I Jawa Tengah yang secara langsung
maupun tidak langsung mecngelola dan melaksanakan Pcmungu-

1an Retribusi Dacrah ;

247




¢. Retribusi Daerah adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran
pemakaian atau karena memperoleh jasa, pekerjaan, usaha atau
milik Daerah bagi yang berkepentingan atau karena jasa !vinnya
yang diberikan oleh Daerah ;

f. Uang Perangsang adalah Uang sebagai Imbalan untuk memper-
besar gairah kerja, yang diberikan untuk peningkatan kesejahteraan
pcgawai dalam rangka upaya meningkatkan Pendapatan Dacrah.

BAB 11
UANG PERANGSANG

Pasal 2

(1) Uang Perangsang dibcrikan kepada Instansi Pemungul sc-
tinggi-lingginya 5 % { lima per scratus ) dari recalisasi
penerimaan retribusi Dacrah yang dikelola olch masing-masing
Instansi Pemungut.

(2) Uang Pcrangsang scbagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini
dibebankan pada Pasal 1081 dari masing-masing Pos
Anggaran/ Dinas Pemungut.

(3) Penggunaan uang perangsang sebagaimana dimaksud ayat (1)
Pasal ini ditetapkan lebih lanjut oleh Gubemur Kepala Dacrah,

BAB 111
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 3

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Dacrah ini sepanjang
mengenai pelaksanaannya, diatur lebih lanjut oleh Gubemur Kepala
Daerah.

Pasal 4

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka scmua ketentuan
yang benentangan dengan Peraturan Dacrahi ini tidak berlaku lagi.
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Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam
Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat 1 Jawa Tengah.

Semarang, 5 Pebrvan 1991

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH GUBERNUR KEPALA DAERAN

PROPINSI -DAERAH TINGKAT 1 TINGKAT | JAWA TENGAH
JAWA TENGAH .
KETUA
ind
1d.
H. SOEKORAHARDJIO ISMAIL

Disahkan olch Menteri Dalam Negeri dengan keputusannya Nomor

902.33 - 837 tanggal 12 Scptember 1991,
Diundang dalam Lembaran Daerah Propinsi Dacrah Tingkat i Jawa

Tengah Nomor @ 39 Tanggal : 26 September 1991
Sen : B No. : 37

SEKTRETARIS WILAYAH/DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH
~ Yang Menjalankan Tugas,

ud

Drs. AGOES SOEMADI
Pembina Utama Madya
NIP. 500037 813.
Ketua BAPPEDA Tk. 1 Jawa Tengah
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PENJELASAN

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT 1

JAWA TENGAH
NOMOR 1 TAHUN 1991

TENTANG

PEMBERIAN UANG PERANGSANG ATAS REALISASI

250

PENERIMAAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA
INSTANSI PEMUNGUT

PENJELASAN UMUM

Peraturan-peraturan Daerah Propinsi Dacrah Tingkat I Jawa
Tengah yang mengatur berbagai Retribusi Daerabh dalam
mengatur Pemberian Imbalan dan Sarana sebagai upaya
menggairahkan semangat kerja dan seckaligus sebagai motivasi
untuk meningkatkan Pendapatan Daerah belum menggunakan
istilah yang dibakukan.
Berbagai istilah telah dipergunakan, yang maksudnya adalah
untuk mendorong keberhasilan dalam mencapai target, tanpa
membedakan kegunaan dan Pemberian Imbalan dan sarana itu,
apakah guna menunjang kegiatan operasional ataukah sebagai
Imbalan jasa bagi yang bersangkutan. Sebagai contoh, telah
dipergunakan istilah-istilah antara lain :
- "Uang Perangsang” :
- "lnsentip” ;
- “Biaya Intensifikasi / Ekstensifikasi” ;
- "Biaya Operasional”.
Pengaturan mengenai besamya prosentase Uang perangsangpun
berbeda-beda, yaitu : 5% - 10% - 20% - 30 %.
Perawuran-peraturan Daerah tersebut di atas, karena telah men-

dapat pengesahan dari yang berwenang, maka dilaksanakan
sesuai ketentuan-ketentuannya.



Atas laporan Gubemur Kepala Daerah Tingkat 1 Jawa
Tengah dengan suratnya tanggal 12 Agustus 1989 Nomor 970/
30420 perihal Biaya Operasional / Intensifikasi retribusi Daerah
pada Dinas-dinas/Instansi Tingkat 1; kemudian Menteri Dalam
Negeri dengan suratnya tanggal 31 Januari 1990 Nomor 840/
343 /PUOD Perihal Biaya Operasional dan Uang Perangsang
dalam rangka Pungutan Daerah, memberikan petunjuk-
pctunjuk antara lain sebagai berikut :

a. Biaya Operasional dan Uang perangsang -harus dianggarkan
dalam APBD dan besarnya biaya operasional ditetapkan
scsuai kemampuan Keuangan Daerah,

b. Biaya Operasional iperuntukkan antara lain untuk menunjang
kelancaran tugas, keberhasilan dalam pencapaian target
penerimaan, koordinasi dengan Instansi terkait, mengatur/
menclapkan pola kebijaksanaan dalam upaya intensifikasi
pungutan dan lain sebagainya.

¢. Pemberian Uang Perangsang kepada aparat pemungut
berpcdoman kepada Keputusan Menteri Dalam Negen

Nomor 126 Tahun 1979. Pemberian Uang Perangsang pada

prinsipnya digunakan untuk peningkalan kesejahteraan

Pegawai.

Terakhir menyusul Surat Menteri Dalam Negeni tanggat 30
Januari 1990 Nomor 903/341/PUOD Perihal Pedoman Penyu-
sunan APBD Tahun Anggaran 1990/1991 yang menggariskan
antara Jlain bahwa besamya insentip ditetapkan dengan
Peraturan Dacrah setinggi-tingginya 5 % dari realisasi sesuai
dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 126 Tahun
1979 1entang Pemberian Uang perangsang pada DIPENDA.

Guna menycsuaikan dengan Petunjuk Menteri Dalam
Negeri tersebut, maka Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat |
Jawa Tengah memandang perlu menerbitkan Peraturan Daerah
yang mengatur pemberian Uang Perangsang atas realisasi
. penefimaan Reiribusi Dacrah. Peraturan Daerah ini tidak
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merangkum pengaturan Pemberian Uang Perangsang atas
realisasi pencrimaan Pajak Daerah dengan maksud untuk
menghindan terjadinya duplikasi atau overlap terhadap
Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah
Nomor 5 Tahun 1981 tentang Pemberian Uang Rerangsang
Kepada Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Daerah Tingkat |
Jawa Tengah. Dengan cara demikian, maka sekaligus telah
dilakukan penyesuaian dengan sistimatika penyusunan Angga-
ran Dacrah yang memisah Pos Pajak Dacrah dari Pos Retribusi
Dacrah. ‘

Lebih lanjui, menurut petunjuk Menteri Dalam  Negeri
terscbut di atas, diadakan pembedaan antara kegunaan Uang
Perangsang dan kegunaan Biaya Operasional. Dinyatakan,
bahwa Biaya Operasional disediakan dananya dari APBD yang
besamya disesuaikan dengan kebutuhan riil dan kemampuan
Duerah.

Dengan demikian Biaya Operasional harus diproses menurut
Keputusan menteri Dalam negerit Nomor @ 900-099 1anggal 2
April 1980 tentang manual Administrasi Keuangan Daerah.

Berhubung dengan itu, maka Peraturan Daerah ini tidak
mengatur hal Biaya Operasional.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL
Pasal 1 sub a s/d d : Cukup jelas.
sub e : Dalam Rectribusi Daerah termasuk
Penerimaan dari Dinas-dinas.
Datam retribusi Daerah tidak ter-
masuk Bagian Laba Perusahaan

Daerah.
sub : Cukup jelas.
Pasal 2 aval (1) : Cukup jelas.



ayat (2) : Pengaturan ini sesuai dengan surat
Menteri Dalam Negeri tanggal 30
Januari 1990 Nomor 903/341/PUOD
Perihal Pcdoman Penyusunan Angga-
ran Pendipatan Dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 1990/ 1991,

Pasal 3 : Cukup jelas.

Pasal 4 : Cukup jelas

Pasal § : Cukup jelas.
....... y PO
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